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WALIKOTA MADIUl( 

PERATURAN WALIKOTA MADroN 

HOMOR 51 TABUK 2018 

TENTANG 
pETtJlfJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADION 

NOMOR 30 TAHUlf 2017 TENTAlfG BANTUAN' HUKUM UNTUK 

MASYARAKAT MISKIN 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat 

Miskin, guna mewujudkan tertib administrasi dalam 

penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat 

miskin perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam hUruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nornor 30 Tahun 2017 

ten tang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ; 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tcntang Hak 

Asasi Manusia ; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat ; 

3. Undang-Vndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

4. 

5. 

6 

Kehakiman ; 

Vndang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan ; 

Vndang-Vndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang B~ruan 

Hukum; 

Undang-Undang Nomor 23 Tah= 2014 ''''''~g 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang·Vndang Nomor 

9 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 ten tang 

Persyaratan dan Tam Carn Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma ; 
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8. Pemturan Pcmerintah Nomor 42 Tahun 2013 ten tang Syarat 

dan Tata Cam Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum ; 

9. Pcrahlran Men.teri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 20IS tentang Peraturan Pelaksanaan 

Pcraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tcntang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum ; 

to. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 

M.HH-Ol.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya 

Bantuan Hukwn Litigasi dan Non Litigasi ; 

11. Peratumn Da=h Provinsi Jawa Timur Nomor 

9 Tabun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat 

Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 ; 

12. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 83 Tabun 2015 

tentang Pctunjuk Pelaksanaan Peratumn Daerah Provinsi 

,Jawa Timur Nomor 9 TahlUl 2012 tentang Bantuan Hukum 

Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah 

dcngan Pcraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

3 Tabun 2015; 

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 

tcnlling Penye1enggaraan Bantuan 

Masyarakat Miskin ; 

MEMUTUSKAN : 

Hukum Untuk 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TEKTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM 

UNTUK MASYARAKAT MISKDf. 

BAS 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dcngan : 

1. Dacrah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah ada1ah Pemerintah Kota Madiun. 
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3. Walikota adalah Walikota Madiun. 

4. inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

Badan Penge101aan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Madiun. 

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kota Madiun. 

7. KepaJa 8agian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Madiun. 

8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oJeh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum. 

9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau 

sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan 

yang sah di Kota Madiun yang kondisi sosial ekonominya 

dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu 

KeJuarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari 

Lurab. 

10. Pcmohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang 

miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi 

Bantuan Hukum, atau ke!uarganya yang mengajukan 

permohonan Bantuan Hukum. 

11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau ke1ompok 

orang miskin. 

12_ f\o:mberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan 

Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

13. Lcmbaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang 

memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan 

tanpa menerima pembayaran honorarium. 

14. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa 

hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang

Undang Namm 18 Tahun 2003 tentang Advakat. 

15. L-itigasi adaJah proses penanganan perkara hukum yang 

dilakukan melalui jalur pengadilan untuk 

menye1esaikannya. 

16. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum 

yang dilakukan di luST jaJur pengadilan untuk 

menyelesaikannya. 



• 
- 4 -

17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, 

pemyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum. 

18. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan 

Hukum yang diberikan oleh Panitja Verifikasi dan 

Akreditas sete!ah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum 

tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun. 

20. Dana Bantuan Hukum adaJah biaya yang disediakan liap 

tabuo oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai 

pelaksanaan bantuan hukum. 

BAD II 

TU.ruAN DAN RUANG LINGKUP 
.....,2 

(I) Pcraturan Walikota IllI bertujuan untuk mewujudkan 

tertib administrasi dalam penyelenggaraan bantuan 

hukum untuk masyarakat miskin di Daemh. 

(2) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 

a. Tata Cara Permohonan Pemberi Bantuan Hukum ; 

b. Tata Cara Permohonan Penerima Bantuan Hukum ; 

c. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ; 

d. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum ; 

c. Tata Cara Pelaporan Pemberian Bantuan Hukum; 

r. 
g. 

Tim Verifikasi ; 
Larangan ; dan 

h. Sanksi Administrasi. 

BABDI 

TATA CARA PERMOHONAlf PEMBERI BAlfTUAlf HOKUM 

Bagian Keaatu 
Syarat Pemberl Bantuan HukuJD 

Pa""3 

Lembaga Bantuan 

sebagai Pemberi 

persyaratan : 

Hukum yang mengajukan permohonan 

Bantuan Hukum harus memenuhi 

a. berbadan hukum ; 
b. tera.kreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ; 
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